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KEPALA DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA SAMPANO
NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

Menimbang

Mengingat

DESA SAMPANO TAHUN 2019-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA DESA SAMPANO,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan
selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8
(delapan) tahun

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa
dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
peraturan Desa.;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2019-2027 ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembara?
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesjq

Nomof 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

erakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahyp 2024

tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomg, 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik
[ndonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembarap
Negara RepubliK Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesjs

Negara tahun Republik Indonesia Tahyp 2014

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah
peberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
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11.

12.

13.

14.
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16.

. Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Republik . . Tambahay,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864,

peraturan Presid
Pencapaian Tujuan

en Nomor 59 Tahun 2037 et
ang

PembangUnarl
(Lembaran Negara Republik Indonegiy Tah
un

pelaksanaarn
Berkelanjutan
9017 Nomor 136);
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tapyy 2014
tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berity Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomorl14 Tahun 2014TentangPedoman Pembangunan Désa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana  Pembangunan
JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita



Menetapkan

17.

18.

19.

20.

21.

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114y,

an Menteri Desa, Pembangunan D ’ .
Peratur aerah Tertlnggaj
un 2019

Ndonesi,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tah
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik I
Tahun 2019 Nomor 1203);

peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Teftingga] disi
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Uity
pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Beriy
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
peraturan Daerah Kab.Luwu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2010
2024)

Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 Tentang
Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa

Peraturan Desa Sampano Nomor tentang Kewenangan Degg

Tahun 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANO

dan
KEPALA DESA SAMPANO

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ~PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

L.

2.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain. Selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pémerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk



10.

11.

pengembangan usana, kegiatan kemasyarakatap,

» Pely
pembangunas, pemberdayaan masyarakat, ke enan,

amanap dan
Kketertiban.

pembangunan Desa adalah upaya Peningkatay, ksl
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnyg kem akmur:
- asyarakat Desa.

pembangunan  Perdesaan  adalah Pembangunay,

) yang
dil aksanakan antar Desa dalam bidang Pengemp

angan
usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, Pembangyna,

pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiba,
Pemberdayaan Masyarakat Desa  adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampﬂan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkap
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi ~ kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa Yyang
selanjutnya disebut Musrembang Desa adalah musyawarah

antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

giselenggaraka® dleh. Pemechaly Besh. Ukl Menetap),

; program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan gy bela:-n
swadaya masyarakat Desa, dan/atay anggar::
penda patan dan belanja daerah kabupaten/kota,

an Desa adalah peraturan perundang-undangan eiig

peratur
an oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepalkayi
a

ditetapK

persama BPD.
perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dega dengan
melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desg
dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan
penangglﬂangan kemiskinan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan,
erifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang

pencatatan, V
ata objektif kewilayahan dan kewargaan Desa

memuat d
perupa aset dan potensi aset Desa yang dapat
didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan
Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat
digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program
dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi
terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa
dan masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar
perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGS
Desa sampai dengan tahun 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yyang
selanjutnya  disebut RPJM Desa adalah dokumen

Perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

\vaktus (Delapan) tahun.
ah barang milik Des
aset Desa adal g mil 3 yang berasg) g

kayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atqq beb
an

ke

anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau Perolehan, oy

Jain yang sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang telipu
1

(umber daya alam dan lingkungan hidup, sumber qqy,
manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber s

ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakseg

dikembangkan,
pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Degy

dan/atau diubah oleh Desa menjadj sumber
daya
dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi
kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan PembangunanDesa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi
khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli
Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur
perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur
masyarakat.

Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas,
efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan ~ Des&



28.

29.

30.

1)

(2)

il angunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat B

€S
embentukan dan pengembangan badan usahg milik e sa,
4an/atal padan usaha milik Desa bersama, penmgkataz

sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja Sama Degqy
untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Kader pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atgy, yang
dipilih olen Desa untuk menumbuhkan, mengembangkar,
gl menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan
gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Degy
dan/atau persama Desa-Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan ~ aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atay
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau

APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Perubahan RPJM Desa Tahun 2024 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

Penjabaran sistematika Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-
2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-
2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa dalam
kurun waktu Tahun 2019 -2027.



BAB I

BAB II

BAB I11

Pasal 4

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
peristiwa khusus, seperti bencana alam, jejg;

a. terjadi ' -
. ’ dan/atau kerusuh . ’
krisis ekononfl N / 5 -
berkepanjangan, ata

t rdapatperubahanmendasaratask ebsiiai

b. t€ . |
pemerintah,pemenntah daerah  provinsi, gq,.
u

pe merintah daerah kabupaten /kota.

Pasal 5

perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pagy 4
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaap

pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Desa.

: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Dasar Hukum.

1.3. Tujuan dan Manfaat.

1.4. Proses Penyusunan RPJM Desa.
1.5. Sistematika.

: GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
2.2. Hasil Pendataan Desa
a. Data Kewilayahan

b. Data Kewargaan

- RUMUSAN PRIORITAS MASALAH, POTENSI DAN
SUMBER DAYA UNTUK PENCAPAIAN 8 (DELAPAN)



BAB IV

BABV

BAB VI

LAMPIRAN

TIPO

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

LOGI DESA

Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Desa Ekonomi Tumbuh Merata
Desa peduli Kesehatan

Desa Peduli Lingkungan

Desa peduli pendidikan

Desa Ramah Perempuan

Desa Berjejaring

Desa Tanggap Budaya

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK PENCAPAIAN SDG's

DESA:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bidang Penyeleggaraan Pemerintahan Desa
Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak

. Kebijakan Keuangan Desa

. PENUTUP

Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim
Penyusun Perubahan PJM Desa, Notulen dan
Daftar Hadir.

Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun
Perubahan RPJM Desa Tahun 2014

Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

Peta Jalan SDG’s Desa

Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang
Masuk ke Desa.

Surat Tim Perumus Perubahan RPJM Desa kepada
Kepala Desa tentang penyampaian Perubahan
Rancangan RPJM Desa

Berita Acara, Notulen dan Daftar Hadir
Musrembang Desa Pembahasan dan
Penyepakatan Perubahan Rancangan RPJM Desa.
Surat Kepala Desa kepada Ketua BPD tentang



penyampaian Berita Acara dan Pe"ubahan
Rancangan RPJM Desa Hasil Musrembang Desa
o Berita Acara, Notulen dan Daftar p,q
Musyawarah ~ Desa  tentang Pembahagay
penetapan dan Pengesahan Perubahan RPJN;
Desa.
Tabel Kegiatan Pembangunan Perubahan _—
Desa Tahun 2019-2027

Keputusan BPD tentang panitia MusyaWafahDeSa

10.

11.
pembahasan, Penetapan dan  Pen —

PerubaharBRPJM Desa.

12. Dokgxmen Pandangan Resmi BPD.

13.
14. Tat& Tertib Musyawarah Desa

Tatg Tertib Musrenbang Desa

15. Dokumentasi Foto Kegiatan.

di . Sampano

: 30 Desember 2024

-
G

WG £
SAFR I
LEMBARAN DESA SAMPANO TAHUN 2024 NOMOR 6
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BERSAM,
nggfm.r OYAWARATA DESA SAMPANO
AN LAROMpoy "sELATAN

RENCANA PEMBANGUNAN AHAN RaNCANGAN
PERIODE

BADAN PERMUSYAW;\)RATAN DESA SAMPANO

KEPALA DESA SAMpano

. :  bahwa d
venimbang alam ]Saaligka pelaksanaan Peraturan Menteri
am

ngZI;nN(g:g;ll i } Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa pasal
menjadi Peratura,n Ddan sebelum ditetapkannnya Raperdes
ot T desa, maka perlu adanya persetujuan
D h adan Permusyawaratan Desa dan Kepala

esa erhadap  Perybahan  Rancangan  Rencana

Pemabangunan jangka M _
2019-2027 g4a Menengah Desa (RPJMDES) Periode

g8t 1. Undang-Und
: g-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Berita Negara republik Indonesia Nomor 4221 );

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244,

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Economic , Social
And Cultural Rights Konvean International Tentang



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

,Undang-Undang  Nomgq,

: . dan Budaya (Lembar
Rl an Negar-
Ses;al::n ;gO::Sl; Tahyp 2005 Nomor 118, Tambzg}?m
e gAra Republik jpdonesia Nomor 4557); an

14 Tahun 2008
Keterbu%caan Informasi pypj (Lembaran Negara R
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Le

lentang
epublik

Negara Republik Indonesgj, Nomor 4846); mbaran
Undang-Undang Nomgy Tah

' un 2
Pembentukan Peraturallz 011 tentang

Perundang-Undan
(Lembaran Negara Tahup 9011 Nomor 82, Tambasan
Lembaran Negara Nomor 593 4); an

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentan
Tata Pelaksanaan Peran gerta Masyarakat (Lembarargl
Negara Republik Indonesig Tahun 1999 Nomor 129 dan
Tgr::?han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan paerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tatacara Penyusunan, Penggendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 );
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang



Memperhatik

Menetapkan
PERTAMA

KEDuA

Perubahan Atg

Tahun 2014 tengay, turan Pemerintah Nomor 60
Anggaran Pendapatgn ang Desa Yang Bersumber dari
Negara Republik Ing d%}n Belanja Negara ( Lembaran
Tambahan Lembara,f?\fs‘a Tahun 2014 Nomor 168 dan
5558 ); €gara Republik Indonesia Nomor

17. Peraturan Menteri Dalam

tentang Peraturan Dj Des Negeri Nomor 111 Tahun 2014

a;
. Peraturan M :
o tentang Pedzrrlrtlen Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
Pertanggun'awatr: Umum Tata Cara Pelaporan Dan
aban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

; .
19. Peraturan Menteri Dalap, Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa ; |

20. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang

Pedoman Tata Tertih dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musayawarah Dega :

21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Trefnsmlgr asi Nomor 2 Tahun 2024, Tentang petunjuk
Operasional atas Fokus penggunaan Dana Desa Tahun
2025;

22. Keputusan Menteri Desa No.3 Tahun 2025 tentang Panduan
Penggunaan dana Desa untuk ketahanan Pangan dalam
mendukung swasembada Pangan;

03. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Tahun 2007 Nomor 13);

05. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2007 Nomor
15);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 20 19-2024.

an : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 30 desember

2024 tentang Pembahasan Perubahan Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDES) Periode 2019-2027.

MEMUTUSKAN

. Menyetujui Penetapan Perubahan Rancangan Rencana

Pembangunan Jengka Menengah Desa (RPJMDES ) Periode
2019-2027.

. Perubahan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa

(RPJMDES) Periode 2019-2027 tersusun sebagai berikut :

(5]



\D AHU LUAN
elakang/Pendahuluan

2.2 = daan Sosial
1 Ke% aan Ekonomi

Qéii{e:n disi Pemerintahan Desa

2.9

[ PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDesa
o Il3 3 Sosialisasi

3.;1 Musyawarah

14l Lokakarya Desa

.4.2 NS yawarah Desa

3:4. 3 Musrenbang Perubahan RPJMDega

v POTENSI &RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
4.1. Potensi

42. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

4.2.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana

.ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN

V:
EQIB}ANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

5.1, Visi -Misi

5.2, Arah Kebijakan Pembangunan Desa
5.3, Arah Kebijakan Keuangan Desa

5.4, Program dan Kegiatan Indikatif

5.5. Strategi pencapaian

BAB VI : PENUTUP

KETIGA : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala
Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ~ Sampano

Pada tanggal : 30 desember 2024




PEMERINTAH K ABUp A
KECAMATAN LARQus EN LUWU

ONG SELATAN
BADAN PERMU
JL. PROTOKOL NO 3 DUSUESYAQ}\VARATAN DESA (BPD)

NO KODE POS 91998

USAN BADAN PER
NOMOR : (), / BngUSYAWARATAN DESA SAMPANO

DS/KLS / |1 | TAHUN 2024
TENTANG

RUBAHAN RANCANGAN PERA
PERC BEMBANGUNAN JANGKA MencN. DESA TENTANG RENCANA

ENENGAH DESA SAMP
PERIODE 2019.2012}; ANO

KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN | ywu
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANO

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketenty

an pasal 20,21,22 Peraturan Menteri

Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

pembangunan Desg

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas untuk
keperluan penetapan Perubahan Rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM e
2019-2027; shenpdl.Desa | Desa ) Periode

c. untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan

Mengingat : 1.

Surat Keputusan BPD Tentang Peubahan Rencana
Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDESA).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;



5. Peraturan Menter;
dan Transmgra:?NDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Kewenangan Ber dasgfffr 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Lokal Berskala Desg: an Hak Asal Usul dan Kewenangan

6. Peraturan Menter|
iy TransmigraS;lNEesa' Pembangunan Daerah Tertinggal

. mor 2 Tahun 2024 tentang P i
Opersional g retunjulk
P atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

t .
" lF\’IZl:lolirQal'Il‘al'l\ldj: t26(§124D§sai Pembangunan Daerah Tertinggal
en : .
Penggunaan Dana Degg ang Petunjuk Opersional atas Fokus

Tahun 2025;
8. Keputusan Menteri Desa

Panduan Penggunaan Dgp,
dalam mendukung swasep,

Nomor 3 Tahun 2025 tentang
a Desa Untuk Ketahanan Pangan
dada pangan;

thatikan : Hasil Rapat BPD dan Kepala pesa pada tanggal 30 Desember

e
MermP 2024 tentang pembahasan perubahan Rancangan Rencana
pembangunan jangka Menengah Desa Periode 2019-2027
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
(S ATU Menyetujui Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Periode 2019-2027;
KEDUA : Meminta kepada Pemerintah Desa segera menindak lanjuti

Keputusan penetapan tersebut di atas;

KETIGA  ° Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampano
Pada tanggal 30Regember 2024

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Luwu di Belopa

2. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa

3. Camat Larompong Selatan di Belopa

4. Pertingpgal




PEMERINTAH KAByp
KECAMATAN LAROMpo_N LUWU

BADAN PERMUSYA“IIVG SELATAN

JL. PROTOKOL NO 3 Dusun SAM

ARATAN DESA (BPD)

PANQ KODE POS 91998

; - AI;ERITA ACARy
MUESS\TS AMAR‘P“AN‘ < KECPERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
D AMATAN LAROMPONG SELATAN

o Uy @ H t .
pada hort ﬁtciengles:nsggﬁ ga puluh bulan dua belas _Tahun 2024
rterﬂpat di awarah BPD me;t?:h Kecamatan Larompong Selatan telah
pert v an Musy as persetujuan Perubahan Rancangan

9% Desa tentang Perubahann Renc
Pefan(llg?’{llMDESA) Periode 2019-2027,  pembangunan Jangka Menengah

gsé .
Musyawar ah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh:

a BPD
K il Ketua BPD
S ekretaris BPD .
ggota BPP .
(Daftar hadir terlampir)

Dalam musy awarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata
pakat untuk menyetujui/tidak menyetujui¥ Peraturan Desa tentang
;e ubshan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA)
periode 0019-2027 Untuk ditetapkan menjadi Perturan Desa.

Demikian Berita Acara Musy{iwarah Badan Permusyawaratan Desa ini
at untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

dibut




DAFTAR HADI
R MUSYAWARAH BPD
: Memb
da Musyawar Periuiha;s DPenetapan Perubahanan Rancangan
,\ggo fangks Mex €S2 tentang Rencana Pembangunan
2027, €Ngah Degsa (RPJMDESA) Periode 2019-
: Kantor Desa Sam
. . Pano
fefm/):‘; g8 al : Senin 30 desembey 2024
af!
H/‘ Nama Jabatan Tanda Tangan
o =g . L.
T ampiruddin, Ketua | 1.
1 A NU/V
T achmadi Sinar Karim,ST Wakil | 2. ;
2 Ketua «
/.-._—-—— .
-~ Twuhajir, S-Pd Sekretaris | 3. ( //\/]
"
4/ Wahyuddin Anggota | 4. W
/
5/ H.Masdar Anggota | 5.
o\
6/ Rismawati Anggota | 6. |
7| Nurhidayati Anggota | 7. \
>
| 7
terangan:
}1{6 Juml ah Anggota Orang
" Hadir Orang
2. Ha .
3. Tidak Hadir : Orang. ) .
: Memenuhi/Tidak Memenuhi

4. Quorum



LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: SAMPANO

: LAROMPONG SELATAN
: LUWU

: SULAWESI SELATAN



PEMERINTAH Kap
UPATEN
KECAMATAN LAROMPQnG SELATAN

BERITA ACARA
NYUSUNAN LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
i SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN KAB.LUWY

D
Perubahan
dengan penyusunan Rencana Pembangunan J
B‘rka’t ph Desa Tahun 2019 - 2027, maka pada : - ek
ng :
,4cn€ an Tanggal Senin, S agustus 2024
Har : 13.30 - 15.30 Wita
Jam : Kantor Kepala Desa S
Tempat B

Jakukan penyusunan Laporan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) oleh
penyusuzl Perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
nim 12019 - 2027 sebagaimana daftar terlampir,
raht
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan laporan

end? keadaan desa adalah sebagai berikut

oot
pengh@i2” )
|, Penyusunan Laporan Pengkajian Keadaan Desa yang memuat :
a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke

Desa;
c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat.
2. Penyusunan Berita Acara penyelesaian Laporan PKD

Hasil kegiatan berupa Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD),
schagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampano, 5 Agustus 2024

Ketua Tim Penyusun
RPJM Desa Sampano

o,

SAFRIL,ST




i1

oRAN PELAKSANAAN PEN
LAP GKAJIAN KEADAAN DESA

y AR BELAKANG
yh satul elemen mendasar dalam pe
G4 ketersediaan  dokumen Yelenggaraan pembangunan desa

Pere
3082 esa dan RKPDesa). Karena eq, . "0a" Pembangunan  desa

(RPJ dan kebijakan pembangunan, ; kumen tersebut merupakan

. Jan :
arﬂh Maka kualitas RPJM Degg dang;a menengah dan Jangka pendek
; KPDesa menjadi penting untuk

I .
men men maupun kesesuaian denganp e peryusunannya, kualitas

qtan ini bertujuan untuk menggay; Secara obye
penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan y
" pengkajian Potensi Desa

. Pengkajian Peluang pendayagunaan Ssumber daya Desa
 pengkajian permasalahan yang dihadap;

~ Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

[ PELAKSANA PKD

ktif, lengkap & cermat:
Kab. Luwu

U\-bb)\é\—"{é.

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDesa

dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
pendamping Lokal Desa

PENDEKATAN DAN METODE

pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan
menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Masyarakat Desa)

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan
Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

PROSES PELAKSANAAN

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah
kebijakan pembangunan kabupaten

2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau
dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan
masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.

3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan kelompok atau dusun
untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau
dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan

5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa

dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
6. DLL



o pELAKSANAAN PKD( Terlampr

ps jta desa yang sudah diselaraskan
;. pata rencana Program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke
S

Daté rencana program pembangunan kawasan perdesaan

3. K apitulaSi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
4. d:n /atau kelompok masyarakat

(CANA KERJA TINDAK LANJUT

'ﬂ[l« - gusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

;. Menyusun matriks atau rancangan RPJM Desa Tahun 2019 - 2005

pENUTUP

Demikian Laporan Pengkajian Keadaan Desa ini dibuat sebagai bahan
jsukan saat pelaksanaan Musyawarah Desa penyusunan Perubahan
qPJM Desa Tahun 2019 - 2025 menjadi 2019-2027.

¢

Sampano, 5 Agustus 2024
Tim Penyusun RPJM Desa Sampano
tua

SAFRIL,ST




|
|

pb

ﬂfnimbang

Yengingat

A DESA SAMPANO
Nomor : 39 TAHUN 2004

TENTANG

MBENTUKAN TIM PENYUSUN PER

UBAHAN NAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPIMDe. RENCANA PEMBANGU
DESA SAMPANO KECAMAT

" P) TAHUN 2019-2027
AROMPONG SEL
KABUPATEN LUwu ATAN

KEPALA DESA SAMPANO
bahwa keten

€gang Jabat
tahun terhitung gang Jabatan sglam:a delapan (8)

ahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf
ang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Undang Nomor 6

Desa untuk Jangka
Delapan (8) tahun.
ahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat @),
Peraturan Menter; dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedo

man Pembangunan, Perubahan
RPJM Desa dibahas dan di sepakati dalam

musyawarah pembangunan desa dan selanjutnya
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a,b dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan  Keputusan Kepala Desa tentang
Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka menengah Desa Sampano
Tahun 2019-2027,

sebagaimana

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20{4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganq Undang—
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repla.‘lﬁhk
Indonesia Tahun 2021? Nomor' 245, Taml;. an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Desa Tahun 2014
Tentang Desa.



3.

10.

11.

12.

13.

Peraturan P

Peraturan Pelen“t&h Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Tahun 2014 teaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Indonesia Ta}? tang Desa (Lembaran Negara Republik
Lembaran Ne n 2014 Nomor 123, Tambahan
sebagaimay gtar Republik Indonesia Nomor 5539),
dengan Peragy, tlah beberapa kali diubah, terakhir
tentang peyy - Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
Nomor 43 1. edua Atas Peraturan Pemerintah
Undang*Undan 014 tentang Peraturan Pelaksanaan
(Lembarap '8 Nomg 6 Tahun 2014 tentang Desa
Nomor 41, 78302 Repplik  Indonesia Tahun 2019
o

{)ndonesia Mo é‘;lzan Lembaran Negara Republik

craturan pey - 0321);
Dana Desamenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
13 endap

atan g Ang  Bersumber Dari Anggaran
Republik Belanja Negara (Lembaran Negara
Tambahap, LeoneSia Tahun 2014 Nomor 168,
Nomor 5558) . Jan Negara Republik Indonesia
Peraturan Pe SCbagaimana telah diubah dengan
atointah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
a8 Peraturan Pemerintah Nomor 6Q
ang Dana Desa Yang Bersumber Dari
8garan € Dana Desa Yang
Negara Repir;)d. Patan dan Belanja Negara (Lembaran
aInbahanp Lehk Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Nomor 5694). ran Negara Republik Indonesia
Pera 2 i
Pelakn;;il; Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
B -o  Pencapaian Tujuan Pembangunan
erkela_njutan (Le

mbar Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomgy 150 Toeara Repu

P LBy '

2‘(’4)1’1&;11;3-1’1 Menteri Dalap, Negeri Nomor 114 Tahun

e ;nta-ng_Pedoman Pembangunan Desa (Berita
gara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang

x Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesig Tahung2016 Nomor(1037); ®
Peraﬁuran Menteri pesa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang  Pedoman Umum Pembangunan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Me

nteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peraturan Bupati Luwu Nomor 121 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata
Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2019 Nomor 124);

Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tghun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 146);

Peraturan Desa Sampano Nomor 2 Tahup 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sampano

Kerja



empkal’l

oVt

KET[GA

KEEMPAT

Tahun 2023 Nomor 2);

14. Peraturan Kepala Desg Sampano Nomor 1 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Sampano
Tahun 2023 Nomor | l;

MEMUTUSKAN

Tim Penyusun Revisj Rencana Pembangunan J angka
Menengah Desa (RPJMDes-P) 2019-2027, dengan Susunan

Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.

Menugaskan kepada Tim Penyusun Revisi Rencana
Pembangunan

. Jangka Menengah Desa (RPJMDes-P)
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk
melakukan:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan
pembiayaan Pembangunan Desa;
g- bencermatan ulang RPJM Desa Tahun 2019-2025;

Penyusunan rancangan RPJMDes-P 2019-2027 dan
Daftar Usulan kegiatan Desa; dan

Sfegala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes-P) Tahun 2019-2027,
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sampano

Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu Tahun
Anggaran 2024,

Keputusan ini berlaky sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di : Desa Sampano

: 1 Agustus 2024
ESA SAMPANO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu;
Sdr. Camat Larompong Selatan;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sampano
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sampano

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
GUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN

v

AHAN RENCANA PEMBAN
R

Nomor

: 39 Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan RPJMDes Tahun
2019-2027

2019-2027

DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

KABUPATEN LUWU

T NAMA TEMPA&;Q;“GGAL JABATAN |  UNSUR
m SAMPANO, Pembina | Kepala Desa
f;AFRIL,ST SAMPANO, 06-01-1970 Ketua Sekdes
ZSRIANL, Amd,Komp | SAMPANO, 02-02-1986 | Sekretaris|  KPMD
'Muu.SURYAWAN LAMPUNG, 28-06-1973 Anggota Kadus
W SAMPANQ, 3-12-1974 Anggota Kadus
‘QAHTIAR.S Sampano, 08-07-1977 Anggota Kadus
T1.SAIPUDDIN Sampano, 01-12-1966 Anggota Kadus
WHMUD YIRS, Sampano, Anggota | Masyarakat

—_




PEMERINTAH KABUPATEN LywU
KECAMATAN LAROMPONG SE[ ATAN

& BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

9/
jﬁ’“}“/’ JL. PROTOKOL NO 3 DUSUN SAMPANO KODE POS 91998

BERITA ACARA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RPJMDes 2019-2027

ja hari ini Kamis tanggal satu Bulan delapan Tahun Dua Ribu dua puluh lima
‘]t'\t di Kantor Kepala Desa Sampano, kami BPD dan Pemerintahan Desa Sampano
- rompong Selatan Kabupaten Luwu, telah menyelenggarakan musyawarah

" iukan tim Penyusun Perubahan RPJMDes dengan hasil sebagai berikut:
et

pentuknya Tim Penyusun RPJMDes-P Desa Tahun 2018-2027 Desa Sampano,
Te;qmatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu dengan susunan keanggotaan:
K d

qpatan La

"~ pembina . Sahir, S.Pd dari unsur Kepala Desa
a et : Safri.ST  dari unsur Sekretaris Desa
b. ekretaris : Hasriani, A.Md.Komp dari unsur KPMD
d.- Anggota : 1. M.Suryawan
2. Alimus
3. Bahtiar.S
4. H.Saipuddin

5. Drs.H.Mahmud Yunus,M.Si

gusunan keanggotaan tim penyusun RPJMDes-P Tahun 2019-2027 sebagaimana
gimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang
pembentukan RPJMDes-P Tahun 2019-2027.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024

Sekretaris,

SAFRIL,S




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

JL. PROTOKOL NO 3 DUSUN SAMPANO

Sampano,31 Juli 2024

~o0s/  /BPD-KLS/VIN2024 Kepada Yth :

P " pentink 1. Camat Larompong Sejatan

: Lo 2. Para Anggota BPD Desa Sampano

;,pn Pembeg‘;}‘;l':! Til;l(’ll’;nzy;;:n 3. EendmnpingSDfsa/ PLD Kecamatan

) Revisi €8 - arompong Selatan

¢ Menjadi 2019-2027. 4. Para Kepala Dusun se Desa Sampano
5. Babinkamtibmas Desa Sampano
6. Babinsa Desa Sampano
7. Ketua RT se Desa Sampano
8. Ketua dan Anggota LPM Desa Sampano
9. Ketua/ Pengurus TP PKK Desa Sampano
l

0. Ketua /Pengurus Karang Taruna Desa
Sampano

11. Kader Desa Sampano

12. Tokoh Masyarakat, Pendidik, Agama

Desa Sampano

Masing-Masing

Di-

Tempat

g hormat,

Sehubungan dengan Pasca Pengukuhan dan Penambah
{19-2025 menjadi 2019-2027, maka dengan kami BPD
anpano mengundang Kepada Bapak/bu/sdr(i) untuk

an Masa Jabatan Kepala Desa Sampano dari
Desa Sampano bersama Pemerintah Desa
menghadiri acara tersebut yang Insya Aliah

Hari Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
Pukul . - 19.30 sampai selesai
Tempat 4 : Kantor Kepala Desa Sampano

mgmgam@g&ya acara tersebut maka sangat diharapkan kehadirannya Tepat Waktu,
yemikian kami sargpaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

\
LS,
KETU @g‘%ﬁs‘&&x\m

(S Ay

AR e Y t iz} \1‘1
A
i [ =

. ‘" !

v

1. Kadis PMD Kabupaten Luwu di Belopa
2 Pertinggal,




DAFTAR HADIR MUSY
REVISI RPJMDes TA 2019.2025

. Kamis, 1 Agustus 2024

WARAH DESA

A /T u"‘ggal - 19.00 wita s/d selesai

'1 . Kantor Kepala Desa Sampano

:‘l"lt serta 'oran.g

"_L‘M’e Laki-laki :16 orang, Perempuan : 9 orang

e
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PEMERINTAH KABUPATEN LU,
KECAMATAN LAROMPONG SEJ ATAN
DESA SAMPANO

Website : sampano.desa.id  E-Mai| :pemdessampano@gmail.com
J1.Protokol Nomor 3 Desa Sampano Kode Pos 91998

Sampano, 3 Agustus 2024
005/  /DS-KLS/V1I1/2024 Kepada Yih :

0. Penting I Anggota BPD Utusan Dusun
2. Pendamping Desa / PLD Kec. Larompong
Selatan
Kepala Dusun & Ketua RT Se-Desa Sampano
LPM Desa Sampano
Ketua TP-PKK Desa Sampano
Perwakilan Pengurus KT. Desa Sampano
Kader-Kader Desa Sampano
Perwakilan Pengurus Gapoktan
Perwakilan Masyarakat Kurang Mampu
0. Tokoh Masyarakat, Pendidik, Agama Desa
Sampano.
Masing-Masing
Di-

{ ¢ -
4007 MUSDUS PENGKAJIAN
@l KEADAAN DESA (PKD)

— 00NN H W

Tempat

an hormat,
Sehubungan dengan Penyusunan Perubahan RPJMDes Desa Sampano Tahun 2019-2025
ajadi 2019-2027, maka dengan ini kami Pemerintah Desa dan Tim Penyusun RPJMDes Desa

qpano mengundang Kepada Bapak/Ibw/sdr(i) untuk menghadiri acara tersebut  yang Insya
jsh diadakan pada :

Hari /Tanggal : Senin, 5 Agustus 2024
Pukul : 10.30 wita - sampai selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

ngingat pentingnya acara tersebut maka sangat diharapkan kehadirannya tepat waktu.
gmikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TIM PENYUSUN RPJMDes
TUA

SAFRIL.ST



DAFTAR HADIR PESERTA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
Desa Sampano Kec.Larompong Kab. Luwu

./Tangga] : 5 Agustus 2025 Jam :13.30-15.30 wita

mpat : Kantor Kepala Desa Sampano
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

DESA SAMPANO

J1. Dusun Sampano Desa Sampang Kec. Larompong Selatan

Email: QCmdQSSﬂmpanu’(nmnimm Kode Pos: 91998

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES
(MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2019-2027

gerkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan Rencan Kerja Pembangunan Desa

pahan tahun 2019-2027, di Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten
"“l provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RPJMdes-

P, maka pada hari ini:
flari dan Tanggal  : Kamis, 26 september 2024
jam : 10.30 wita- selesaj

Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

relah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah
grenbang Desa), yang telah dihadiri oleh pimpinan
jngkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa

ogas) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yan
;n daftar hadir terlampir.

perencanaan pembangunan Desa
dan anggota BPD, Kepala Desa dan
(LKD), wakil-wakil dusun/kelompok
g terkait Desa sebagaimana tercantum

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
sumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

Materi

1. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan RPJM Desa-P Tahun 2019-2027;
2. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa-P Tahun 2019-2027.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah  : Sahir, S.Pd

Jabatan Kepala Desa
Notulen : Safril, ST Jabatan Sekdes
Narasumber : 1. Supri Yusri,ST dari PD
2. Amiruddin,BA dari BPD

Unsur Peserta : Dalam Daftar Hadir Terlampir

tah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
tyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
ISRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yaitu:



Usulan Tiap Dusun:
, Dusun Salukaluku
1. Sumur Bor
2. Wisata Alam
3. Terlampir Daftar usulan Dusun
p, Dusun Sampano
1. Pengadaan Duntrack
2. Pembangunan Tanggul
3. Rehab Pagar MA.Sampano
4.Terlampir Daftar usulan Dusyun
.. Dusun Batari
1. Pengadaan Trafo Listrik
2. Pembangunan Spot Poto Pegunungan
3. Terlampir Daftar usulan Dusun
4, Dusun Sarasa
1. Penguatan daftar usulan RPJMDes semula
2.Terlampir Daftar usulan Dusun

fusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

jian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat

squnakan sebagaimana mestinya.
/fﬂ?&ﬁ};t
7, @"Jﬁ X
“"‘;Qb\%{/m NN Sampano, 26 September 2024
Ke‘tl'la ) Kepala Desa,
" A, | Z]
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MERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
DESA SAMPANO
Website : sampano.desa.id E-Mail :pemdcssampano@gma
J1.Protokol Nomor 3 Dest Sampano ___

il.com
Kode Pos 91998 .’

0, 25 September 2024

Sampan
005/ STEDS-KLS/X/2024 Kepada Yth :
Penting 1. Camat Larompong Selatan
. 2. Anggota BPD Desa Sampano
an MUSRENBANG DESA 3. Pendamping Desa / PLD Kec. Larompong
| ’ VISl RPJMDES 2019-2025 Selatan
MENJADI 2019-2027. 4. Kepala Puskesmas Larompong Selatan
5 Babinsa & Babinkamtibmas Desa Sampano
6. Duta Digital & Kader Digital Desa Sampano
7. Kepala Dusun & Ketua RT Se-Desa Sampano
8. LPM Desa Sampano
9. Ketua TP-PKK Desa Sampano

10. Perwakilan Pengurus KT. Desa Sampano
11. Kader-Kader Desa Sampano
12. Perwakilan Pengurus Gapoktan
13. Perwakilan Masyarakat Kurang Mampu
14. Tokoh Masyarakat, Pendidik, Agama Desa
Sampano.
Masing-Masing
Di-
Tempat

pravd hormat, ) ,
Sehubungan dengan ditetapkannya Revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Menjadi UU Desa
gor 3 Tahun 2024, yang terintegrasi dengan Revisi RPJMDes Desa Sampano Tahun 2019-2025
jadi 1019-2027, maka dengan ini kami Pemerintah Desa dan BPD Desa Sampano mengundang

pada Bapak/Ibw/sdr(i) untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah diadakan pada :

Hari /Tanggal - Kamis, 26 September 2024
Pukul - 10.30 wita - sampai selesai
Tempat - Kantor Kepala Desa Sampano

ngingat penﬁngnya acara tersebut rpaka sangat diharapkan kehadirannya tepat waktu.
pmikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BPD DESA SAMPANO
Ketua

AMIRUDDIN,BA

W
\ Tembusan Kepada Yth :

t 1. Kadis PMD Kabupaten Luwu di Belopa
k2

Pertinggal,



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

(MUSRENBANG DEgy,
PENYUSUNAN REVISI RPJM DESA T Ap1uN 2019-2027
— o
 Kamis, 26 September 2024
,Tanggal ; i(; g;)lswita s/IZi g?le:;i
: Kantor Kepala Desa Sampanq
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
DESA SAMPANO

Website : sampano.desa.id  E-Maj) :pemdessampano@gmail.com
J1.Protokol Nomor 3 Desa Sampano Kode Pos 91998

-

NOTULENSI
Hari dan Tanggal : Kamis, 26 September 2024
empat . Kantor Desa Sampano
\‘“oderator/ Notulis  : Safril ST
peserta . (Daftar Hadir terlampir)
]unﬂah Peserta 3 orang
pimpinan Rapat : Sahir, SPd Kepala Desa
Acara + Musrenbang RPJMDes-P peg, Sampano Tahun 2019-2027
Jalannya Rapat t 1. Pimpinan Tapat membuka rapat diteruskan pengarahan,

penjelasan maksud dan tujuan rapat.

Kesimpulan Pembahasan Rancangan Perubahan RPJMDes Tahun 2019-2027

Penutup : Rapat ditutup pada hari Raby, tanggal 26 september 2024

pukul 11.30 Wita s/d selesaj Wita oleh Pimpinan Rapat dengan
membaca Hamdalah.

Notulis,

SAFRIL,ST




PEMERINTAH KABUPATEN Luwu
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

JL. PROTOKOL NO 3 DUSUN SAMPANG KODE POS 91998

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN RPJMDES PERUBAHAN
TAHUN 2019-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Muys a D bah dan
enyepakatan  RPJMDesa Perubahan Tahun Anggar)gnwa;(ﬁ;_ ol

2027 di Desa Sampano
Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten luwy Provinsj gy P

awesi Selatan, maka pada hari
ini:

Hari dan Tanggal ~ : Senin, 30 Desember 2024
Jam : 08.30 wita s/d selesaj
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano

Telah diadakan kegiatan ~Musyawarah Pembahasan dan Penetapan RPJMDesa
perubahan (RPJMdes-P), yang telah dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Ketua

dan Anggota BPD Sampano, Ketua RT se- Desa Sampano, PKK, Camat Larompong Selatan,
pabinkamtibmas, Babinsa, PKK, Karang Taruna kader-kader Desa Sampano, dan tokoh

masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir
terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaky uns

ur pimpinan rapat dan narasumber
dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RPJMdes-P Tahun 2019-2027;
2. Penyepakatan Rancangan RPJMDes-P Tahun 2019-2027;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Sahir, S.Pd dari Unsur Pemdes
Notulen : Safril, ST dari Unsur Sekdes
Narasumber : 1. Herman Alias,SS dari Camat Larsel

2. Ruslan dari PD

3. Supri Yusri,ST dari PD

3. Amiruddin,BA dari Unsur BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa Perubahan
sebagaimana dalan daftar lampiran dari Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan tanpa pemungutan
suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat

Sampano, 30 Desember 2024




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

JL. PROTOKOL NO 3 DUSUN

P SAMPANO KODE P0OS 91998

Sampano, 27 Desember 2024

\

omor © 005/ ] /BPD-DS/KLS/X11/2024 Kepada Yth -

ifat : Penting I Camat Larompong Sclatan
ampwan. ¢ - 2.

srerihal

Para Anggota BPD Desa Sampano
Pendamping Desa / PLD Kecamatan
Larompong Selatan
Para Kepala Dusun se Desa Sampano
Babinkamtibmas Desa Sampano
Babinsa Desa Sampano
Ketua RT se Desa Sampano
Ketua dan Anggota I.PM Desa Sampano
Ketua / Pengurus TP PKK Desa Sampano
- Ketua /Pengurus Karang Taruna Desa
Sampano
11. Kader - Kader Desa Sampano
- Tokoh Masyarakat, Pendidik, Agama
Desa Sampano
Masing-Masing
Di-

Pembahasan dan Penetapan
Revisi RPIMDes 2019-2027 &
Pembahasan dan Pe

APBDes TA.202s,

w

netapan

P -l I NV R

Tempat
Dengan hormat,

Schubungan dengan Has
RPIMDesa pada tanggal 26 september 2024, dari 2019
Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggara 2025 untuk selanjutnya di
bahas dan tetapkan, maka dengan kami BPD bersama Pemerintah Desa Sampano mengundang Kepada
Bapak/Ibw/sdr(i) untuk mengha

diri acara tersebut yang Insya Allah diadakan pada :
Hari /Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
Pukul - 8.30 wita - sampai selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Sampano
Mengingat pentingnya acara tersebut maka sangat diharapkan kehadirannya Tepat Waktu.
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

il Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Revisi

-2025 menjadi 2019-2027, serta Pembahasa dan

Tembusan Kepada Yth :

1. Kadis PMD Kabupaten Luwu di Belopa
2. Pertinggal,



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RPJMDes-PERUBAHAN 2019-2027
DESA SAMPANO KEC. LAROMPONG SELATAN KABUPATEN LUWU

—
jari/Tanggal  : Senin, 30 Desember 2024
A : 8.30 wita- selesai
empat : Kantor Kepala Desa Sampano
gmlahPeserta orang
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DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

@ MUSYAWARAH DESAKHUSUS @ O

DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIS| RPJMDES
DESA SAMPANO

PASCA PENGUKUHAN & PENAMBAHAN
MASA JABATAN KEPALA DESA SAMPANOD
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN

TAHUN 2018-2025 MENJADI 2018-2027

% musyawaRaHDESA @

|
[
|
!

! DALAM RANGKA

.. .'.?::'_ D longeagcany  Fodearsin & s 2035 Sampano, | Aquatus 2020 | PENETAPAN REVISI RPJM DESA :
e ‘ 2018-2027 |
ﬁ |
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ’

APBDES TA. 2025

|

|

DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN :
KABUPTEN LUWU ‘

Sampano,  Desamber 2024 ‘

OALAM HanGw s
PENETAPAN REVIG] AP Ccr.
2018-2 y
a {
DAN PENETAPAS |
APBDES TA. 2025

A e LATA
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